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PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Plh

S\ e\ Y 2
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dengan sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
antara :

Pemohon |, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 Oktober 1965, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;

Pemohon Il, tempat dan tanggal lahir Siti Walyanti binti Suparman, 12 Januari
1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pelaihari pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor
173/Pdt.P/2020/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1996, Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kebun Raya,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Suparman, yang akad nikahnya dilaksanakan oleh
penghulu tidak resmi bernama Moch. Sinun, yang dihadiri dan disaksikan
oleh saksi yang masing-masing bernama Sukadi dan Karman, mas
kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus duda cerai
hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 094/AC/1997/PA.PIh, tanggal 28
Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari,
dan Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
tinggal di rumah bersama di Jalan Tirta Jaya RT. 013 RW. 004 Desa Kebun
Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 23
(dua puluh tiga) tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1) xxxxxx, umur 23 tahun,
2) xxxxxx, umur 20 tahun,
3) XxXXxxxXx, umur 13 tahun,
4) XXXxXxx, umur 11 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan
selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha
menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut, namun ternyata pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kintap Kabupaten Tanah Laut;
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8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah
dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk
mendapatkan buku nikabh;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para
Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada
KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

10.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Ii;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 13 September 1996 di Desa Kebun Raya
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan
penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Juli 2020 untuk
masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Pelaihari sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;
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Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon | Nomor 6301071310650004,
tanggal 30-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap
pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi
kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il Nomor 6301075901780001,
tanggal 13-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap
pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi
kode P2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor NO. POL.
: STPL/401/VII/2004/SPK, tanggal 23 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh
An. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Ka SPK |, bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan
diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon | Nomor 094/AC/1997/PA.Plh, tanggal 28
Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri No 474.2/015/SKSI/KR-V1/2020,
tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Kebun Raya,
Kecamatan Kintap, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 176/Kua.17.11-
6/PW.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap
pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi
kode P6;
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7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon | No. 6301071711052259, tertanggal
07-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi
kode P7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi

di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Bambang Sutaji bin Anom Sardi, umur 42 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jalan
Hasanudin RT 008 RW 003 Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Kebun
Raya, Kecamatan Kintap, pada tanggal 13 September 1996;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Suparman;

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Moch.
Sinun;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukadi dan Karman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
buku nikah;

2. Randianto bin Buyung, umur 37 tahun, agama lIslam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tirta Raya RT 013
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RW 004 Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para
Pemohon;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Kebun
Raya, Kecamatan Kintap, pada tanggal 13 September 1996;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Suparman;

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama Moch.
Sinun;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sukadi dan Karman;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan

mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
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melangsungkan pernikahan di Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 13 September 1996, dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il bernama Suparman, yang ijab kabulnya diwakilkan
kepada penghulu tidak resmi bernama Moch. Sinun, dengan maskawin berupa
uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Sukadi dan Karman, namun Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut
tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon | dengan
Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan
buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang diajukan di Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi
unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana

dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama
untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3)

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P5,
serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2 yang menyatakan Pemohon
| dan Pemohon Il berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari,
dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
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Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P3, P4
berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dan fotokopi Akta
Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti
tersebut menerangkan bahwa Pemohon | telah bercerai dengan istri pertama
Pemohon | pada tanggal 28 Agustus 1997, relevan dengan dalil yang dibuktikan
oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti
tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan
sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan
terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Surat
Keterangan Suami Istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis
Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I
dengan Pemohon Il telah hidup bersama sebagai suami istri di Desa Kebun
Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan dianggap bukti surat
tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara
Pemohon | dengan Pemohon IlI, serta membebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Surat
Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
maka terbukti Pemohon | dan Pemohon 1l adalah suami istri, namun
pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,

Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti P7 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (hazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut
menerangkan satu keluarga dimana Pemohon | sebagai kepala keluarga dan
Pemohon Il sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan
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bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il secara administrasi kependudukan telah

terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu Bambang Sutaji bin Anom Sardi dan Randianto bin Buyung, para saksi
tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan Kketerangan
berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu
sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan
dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan
para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang
dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il pada
tanggal 13 September 1996 di Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I
bernama Suparman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu tidak
resmi bernama Moch. Sinun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-
masing bernama Sukadi dan Karman;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus duda cerai hidup dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
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dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku
nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon | telah melangsungkan perkawinan
dengan Pemohon Il menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk
dalam Kitab I'anatuth Thalibin juz Il halaman 308 yang berbunyi:

awSsS aid o Ol 6ol ¢S J5 W JWI 18l Lusy g

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika
perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan

Pemohon | dan Pemohon Il sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (xxxxxx) dengan Pemohon Il
(xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1996 di Desa
Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut;

4. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pelaihari pada hari Jum’at, tanggal 24 Juli 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Baihaqi sebagai
Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota
tersebut, dan Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag. Drs. Akhmad Baihagqi

Hj. Siti Maryam, S.H.
Panitera Pengganti,

Lukmanul Hakim, S.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 350.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

H. GAZALL, S.H.
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